
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
YANG DIANGKAT MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DAN

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SERTA TATA CARA SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA SELEKSI KABUPATEN DALAM RANGKA PENGISIAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MELALUI
MEKANISME PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa jaminan hak politik w€rrga negara telah diatur
dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang secara tegas mengatur bahwa
Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen
dasarnya adalah pernenr.rhan, pengakuan dan
penjaminan hak-hak dasar warga negara;

b. bal-wa hak politik warga negara sebagai salah satu
bentuk hak asasi manusia yang mencakup hak untuk
memilih dan dipilih, menunjukan setiap warga negara
mempunyai hak dan kewajiban yang sarna tanpa
membedakan pada warna kulit, agarna dan aspek
lainnya;

c. bahwa aspek kemudahan dan perlakuan khusus yang
dij arnin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut diakomodir dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 2O2L tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan
Peraturarr Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2L terrtang
Kewenangan dan Kelernbagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonorni Khusus Kabupaten Papua yang mengatur
mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua
yang mengamanatkan adanya penambahan kursi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten melalui
mekanisme pengangkatan dari unsur OAP;

d.bahwa...../2
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d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan
Pasal 68 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 106
Tahun 2O2 1 tentang Kewenangan dan Kelembagaan
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah
tentang Pernbentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara
Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalarn
Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah
tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisrne
Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia Pemilihan
Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi
Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme
Pengangkatan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO 1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nornor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tal.un 2O2l tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2OO1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr-rn 2OOl
Nornor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OI1 tenta-ng
Pembentukan Peraturan Perundang-r.rndangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Nomor A2, Tamba}.an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perrbahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun
20lL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O22 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68O1);

4. Undang-Undang....../3
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tal.un 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahrrn 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2022 Nornor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68Oa);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO4 tentang
Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 64
Tahun 2OO8 (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aOO9);

7. Peratrrran Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pe l aksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

8. Peratr.rran Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O2 1 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 239,
Tambal.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673r);

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 20361,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O 18 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O19 Nomor
t57);

MEMUTUSKAN....../4
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGISIAN KEANGGOTAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN YANG DIANGKAT
MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN SERTA TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA SELEKSI KABUPATEN DALAM RANGKA PENGISIAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MELALUI
MEKANISME PENGANGKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gu.bernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten di Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten di Papua Tengah adala}. Bupati sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mernimpin urus€rn
pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah Kabupaten Papua
Tengah.

3. Gubernur Papua Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Gubernur
adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung j awab
penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah dan
sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Tengah.

4. Bupati adalah Bupati di seluruh Kabupaten Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPR

Papua Tengatr adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi yang
berkedudukan sebagai salah satu Llrrsur penyelenggara pernerintahan
daerah Provinsi Papua Tengah.

6. Majelis Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat MRPT adalah representasi
kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam
rangkapelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada
penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempu€rn, dan
pemantapan kerukunan hidup beragama.

7. Dewan Perwakilan Ralqrat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK
adalah Lembaga perwakilan ral<5rat daerah kabupaten yang berkedudukan
sebagai salah satu rlnsrlr penyelenggara pemerintatran daerah kabupaten
di Provinsi Papua Tengah.

8. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang
berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di
Kabupaten Papr..ra Tengah dan/atau orang yang diterima dan diakui
sebagai OAP oleh masyarakat hukum adat Papua Tengah.

9. Wilayah adat adalah wilayah adat Meepago, sebagian wilayah adat La Pago,
sebagian wilayah adat Saereri dan sebagian wilayah adat Bomberay dalarn
wilayah administratif Provinsi Papua Tengah.

1O. Adat adalah kebiasaan yang diakui dipatuhi dan dilernbagakan serta
dipertal. ankan oleh masyarakat adat wilayah adat Meepago, sebagian
wilayal. adat La Pago, sebagian wilayal. adat Saereri dan sebagian wilayah
adat Bomberay di Provinsi Papua Tengah.

I 1. Masyarakat Adat adalah rnasyarakat asli Papua wilayah Meepago, sebagian
wilayah adat La Pago, sebagian wilayah adat Saireri, dan sebagian wilayah
adat Bomberay di Provinsi Papua Tengah yang hidup dalarn wilayah dan
terikat dan tunduk kepada adat dengan rasa Solidaritas yang tinggi di
anta'a para a-nggotanya' 

l2.Hukum Adat....../S
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12. Hukum Adat adalah atlrran atan.r norma tidak tertulis yang hidup dalarn
rnasyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta
mempunyai sanksi.

13. Masyarakat Hukurn Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak
kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tundr.rk
kepada hukum adat tertentu dengan rasa Solidaritas yang tinggi diantara
para anggotanya.

14. Panitia Seleksi Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya
disingkat Pansel Kabupaten adalah penyelenggara pengisian anggota
DPRK melalui mekanisme pengangkatan untuk melakukan proses seleksi
dan menetapkan calon anggota DPRK.

15. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disingkat Panpil adalah tim seleksi
Pansel Kabupaten dalam pengisian anggota DPRK melalui mekanisme
pengangkatan dalam proses seleksi dan penetapan calon anggota Pansel.

16. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan,
pemilihan dan penetapan calon anggota Pansel Kabupaten.

17. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan
persyaratan calon anggota Pansel Kabupaten serta kompetensi tentang
mekanisme pengangkatan anggota DPRK.

14. Hari adalah hari keda.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Pengangkatan Anggota DPRK dilakukan berdasarkan azas:
a. jujur;
b. adil;
c. demokratis;
d. efrsiensi;
e. efektifitas;
f. keterbukaan; dan
g. pertanggungjawaban.

BAB III
ANGGOTA DAN PERSYARATAN

CALON ANGGOTA DPRK YANG DIANGKAT

Bagian Kesatu
Anggota

Pasa] 3

[1J Anggota DPRK terdiri atas:
a. Anggota yang dipilih dalam pernilihan urnum sesuai dengan ketentuan

peratlrran perundang-undangan; dan
b. Anggota yang diangkat dari unsur OAP.

(2) Jurnlah anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sebanyak rZ (seperempat) dari jumlah kursi anggota DPRK
yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)Masa Jabatan...... / 6
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(3) Masa Jabatan Anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat bersamaan
dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan
tlmtlm.

[4) Jumlah anggota DPRK sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),
mernperhatikan keterwakilan Perempuan sekurang-ku.rangnya 3O7"
(tiga puluh persen).

Pasal 4

Anggota DPRK yang diangkat dari unsrlr OAP sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (21 adalah anggota DPRK pada;
a. Kabupaten Deyai;
b. Kabupaten Dogiyai;
c. Kabupaten Intan Jaya;
d. Kabupaten Mirnika;
e. Kabupaten Nabire;
f. Kabupaten Paniai;
g. Kabupaten Puncak; dan
h. Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 5

(1) Usulan anggota DPRK yang diangkat dipilih berdasarkan sebaran suku
serta subsukr-r yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4.

(2) Calon anggota DPRK yang diusr.rlkan rnengikr-rti seleksi sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) berjurnlah 3 (tiga) kali lipat dari jurnlah alokasi
kursi pada setiap daerah pengangkatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota DPRK yang Diangkat

Pasal 6

(1) Setiap OAP yang rnencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota
DPRK melalui mekanisme pengangkatan hams memenuhi syarat
umum dan syarat khusus.

(2) Syarat umum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. berirnan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang dibuktikan

dengan surat pernyataan;
b. setia kepada Pancasila undang-undang dasar negara Republik

Indonesia tahun 1945 dan negara kesatuan Republik Indonesia yang
dibuktikan dengan surat pernyataan;

c. OAP dan b erkew ar garlegaraarr Indonesia yang berdomisili di Papua
Tengal- sekurang-kurangnya 5 (lirna) tahr..rn yang dibuktikan dengan
kartu tanda penduduk dan surat keterangan dornisili yang
dikeluarkan oleh distrik setempat sesuai dengan wilayah daeral-
pengangkatan;

d.oAP....../7
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d. OAP yang berasal dari suku-suku serta subsuku di kabupaten bagi
calon anggota DPRK yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atam sebutan lain yang
telah direkomendasikan oleh Kepala Suku yang telah dialui oleh
Pernerintah Kabupaten dibuktikan dengan Keputusan Bupati;

e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
pendaftaran;

f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat
yang dibuktikan dengan ljazab dan / ata.u sr.rrat lain ya-ng
dipersarnakan dengan ljazah;

g. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalarn bahasa Indonesia yang
dibuktikan dengan surat pernyataan;

h. berintegritas, jujur, arif dan bijaksana ditandai dengan surat
pernyataan F'akta integritas;

i. memiliki sikap dan keteladanan rnoral yang baik sebagai panntan
rnasyarakat serta memiliki kornitmen untuk melindungi dan
rnemperjuangkan hak-hak OAP dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia ditandai dengan surat pernyataa-n;

j. sehat jasrnani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan
kesehatan oleh dokter pernerintah pada rumah sakit pemerintah
daerah yang menangani kesehatan jasrnani dan kejiwaan;

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan
Surat Keterarlgan Catatan Kepolisian;

l. bebas dari narkotika, psikotropika, dart zat adiktif yang dibuktikal
dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional;

m. tidak dalarn status sebagai tersangka atam terdakwa dan/ atau status
bebas bersyarat dalarn perkara pidana yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari kepolisian dan/ atam sr.rrat keterangan dari kejaksaan;

n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena rnelakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;

o. tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengadilan;

p. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai politik dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun dan/ atau dicalonkan sebagai calon anggota
Dewan Perwakilan Daeral., Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Papua
Tengah, dan DPRK pada pemilihan umum yang dibuktikan dengan
surat pernyataan;

q. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat
pernyataan;

r. rnenyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai ASN, prajurit
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, kepala kampung atam sebutan lain, pengurus pada badan
usaha rnilik negara dan/ atam badan ilsaha milik daerah serta badan/
lernbaga lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD sej ak
ditetapkan sebagai calon anggota DPRK, dibuktikan dengan surat
pernyataan;

s.menyatakarl....../a



s. menyatakan secara tertulis tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat/pengac€rra, notaris, pejabat pembuat akta tanatr, dan tidak
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang hubungannya
dengan keuangan negara atau daerah serta pekerjaan lain yang dapat
rnenimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan
kewajiban sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

t. rnenyatakarr secara tertulis tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan
pada badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari APBN atau APBD yang dibuktikan dengan surat
pernyataan.

(3) Syarat khu sr-rs calon anggota DPRK :

a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi
sosial, politik, dan budaya oap dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pernbangunan dalarn rangka otonorni khusus;

b. merniliki pengalaman dalam rnemperjuangkan aspirasi dan hak dasar
OAP di Provinsi Papua Tengah dan/atau Kabupaten sekurang-
kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

c. merniliki komitrnen untuk rnernihak, rnelindungi, dan
memperjuangkan hak dan kepentingan OAP yang dibuktikan dengan
surat pernyataan yang bersangkutan.

(4) Syarat Khr-rsus sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b
dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Kabr.rpaten pada
perangkat daerah yang menyelenggarakan rlrusan pemerintahan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
DAERAH PENGANGKATAN DAN ALOKASI KURSI

Pasal 7

(1) Daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada sebaran suku,
subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di Kabupaten.

(2) Daerah pengangkatan sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan
pertimbangan MRPT.

(3) Konsultasi dengan Gubernur dan pertimbanga-n dari MRPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati paling lambat 3O
(tiga puluh) Hari.

(4) Dalam hal pertimb€rngan dari MRPT tidak disampaikan sarnpai batas
waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Br.pati
rnenetapkan daerah pengangkatan kabupaten.

(5) Pelaksanaan waktu dalarn seluruh proses penetapan daerah
pengangkatan anggota DPRK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat
(2\, dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

(1) Penetapan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan di Kabupaten
ditetapkan oleh Br.pati setelah berkonsr.rltasi dengan Gubernr.r dan
mendapatkan pertimbangan dari MRPI.

(2)Konsultasi...... /9
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(2) Konsultasi dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari MRPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan disarnpaikan kepada
Bupati paling lambat 15 (lima belas) Hari.

(3) Dalam hal pertimbangan dari MRPT tidak disampaikan sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati rnenetapkan
alokasi kursi bagi setiap daeratr pengangkatan di kabupaten.

(4) Penetapan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan
pada persebaran suku, subsuku, dan kesatrlan adat serta budaya di
kabupaten.

(5) Pelaksanaan waktu dalam seluruh proses penetapan alokasi kursi
anggota DPRK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan
ayat (4) dilakr.kan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Susunan dan

Keanggotaan Panitia Pemilihan

(1) Keanggotaan Panpil dibentuk untuk rnelaksanakan seleksi keanggotaan
Pansel Kabupaten pada Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

(2) Keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3
(tiga) orang yang berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

(3) Anggota panpil perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, minimal
menduduki j abatal eselon III.

(4) Keanggotaan panpil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan
ditetapkan dengan Kepr.rtu san Gubernur.

Pasal 1O

(1) Susunan keanggotaan Panpil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.

(2) Ketua dan Wakil Ketua sebagairnana dirnaksr.rd pada ayat (1) dipilih dari
dan oleh anggota Panpil secara musyawarah rnr-rfakat dan dituangkan
dalam Berita Acara.

(3) Dalam hal musyawaratr mufakat yang tidak tercapai sebagaim€rna
dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemungutan sr-rara dan
dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

( ) Dafarn hal terdapat penggantian ketua dan/atau wakil ketua, dilakukan
kembali pernilihan ketua, dan/atau wakil ketua panpil sebagairnana
dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Tfrgas, Kewajiban, dan Wewenang Panpil

Pasal 11

(1) Panpil bertr.rgas:
a. merencanakan program dan menetapkan jadwal seleksi seluruh calon

anggota Pansel Kabupaten;
b.mengoordinasikan...... / 1 O
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b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
tahapan seleksi seluruh calon anggota Pansel Kabupaten; dan

c. membuat laporan pelaksanaan seleksi seluruh calon anggota
Kabupaten.

2) Panpil melakukan seleksi paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
3) Panpil menyampaikan hasil seleksi calon terpilih anggota

Kabupaten kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari
mendapatkan penetapan dengan Keputusan Gubernur.

semtla

Pansei

Pansel
untuk

Pasal 12

Panpil berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan seleksi secara tepat waktr.r; dan
b. menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan seleksi calon anggota

Pansel Kabupaten kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 13

Panpil berwenang melaksanakan seluruh tahapan seleksi dan menetapkan
hasil seleksi calon anggota Pansel Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengarnbilan Keputusan

Pasal 14

(1) Pengambilan keputusan dalarn rapat Panpil dilakukan dengal cara
musyawarah r.rntuk mufakat.

(2) Dalarn tral cara pengarnbilan keputr.rsan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Setiap rapat Panpil dapat rnengarnbil keputusan jika rnernenuhi kuorum.
(4) Rapat mernenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit oleh "/+ (tiga per

empat) anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Pasal 15

Panpil dalam melaksanakan tugas dibantu sekretariat yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang rnenyelenggarakan r.rrusarr pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.

BAB V
TATA CARA SELEKSI, MATERI SELEKSI, DAN INDTKATOR PENILAIAN

CALON ANGGOTA PANSEL KABUPATEN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Panpil menyusun tahapan dan jadwal seleksi calon anggota Pansel
Kabupaten.

(2)Tahapan....../ ll
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(2) Tahapan seleksi calon anggota Pansel Kabupaten sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan j adwal dan tahapan
pemilihan anggota DPRK mekanisme pernilihan urnum.

Bagian Kedua
Pengusr.lan

Pasal 17

(1) Gubernur menyalnpaikan permintaan usulan nama calon anggota Pansel
Kabupaten kepada pimpinan lembaga dan/ atam Pejabat Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan Lembaga dan/ atau Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyampaikan usulan narna calon anggota Pansel Kabupaten
kepada Gubernr.rr yang disertai dengan dokurnen persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Usulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beq'umlah 3 (tiga)
nama untuk setiap kabupaten dalarn cakupan wilayah Kabupaten Papua
Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyampaian usulan nama calon anggota Pansel Kabupaten oleh Pimpinan
Lernbaga dan/ atau Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 5 (lima) hari, setelah surat sebagaimana pada ayat
(1) diterima instansi dan / atau lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penelitian Administrasi

Pasal 18

(1) Panpil rnelakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen
persyaratan administrasi calon anggota Pansel Kabupaten 1 (satu) hari
sej ak diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (21.

(2) Penelitian adrninistrasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara rneneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota
Pansel Kabupaten.

(3) Panpil menyampaikan hasil Penelitian dan Penilaian calon anggota Pansel
Kabupaten, 1 (satu) hari setelatr penetapan hasil Penelitian Adrninistrasi
dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan surat kepada Pirnpinan Lembaga dan/atau
Pej abat Negara yang bersangkuatan hasil Penelitian dan Penilaian
sebagairnana dirnaksud ayat (3).

Bagian Keernpat
Penelitian Rekarn Jej ak

Pasal 19

(1) Selain melakukan penelitian Administrasi calon anggota Pansel
Kabupaten, Panpil melakukan penelitian terhadap rekam jejak calon
anggota Pansel Kabupaten.

(2) Penelitian rekam jejak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka melihat catatan riwayat calon anggota Pansel Kabupaten
terutama hal yang berkaitan dengan kesatuan, kedaulatan dan
kebhinekaan.

(slDalarn....../12


